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PUTUSAN
Nomor 392 K/Pid/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan llir, telah memutus perkara

Terdakwa:
Nama : SLAMET RIADI bin JUPRYI;
Tempat Lahir : Banyu Wangi;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/3 Oktober 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal :Dusun Il Desa Suka Mulya, Kecamatan
Indralaya Utara, Kabupaten Ogan llir;
Agama . Islam;
Pekerjaan : Swasta (pengemudi);
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Kayuagung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310
Ayat (1), (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Raya;
Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310
Ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Raya;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Ogan llir tanggal 17 Oktober 2019 sebagai berikut:
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1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riadi telah terbukti secara sah menurut
hukum bersalah melakukan perbuatan (Mengemudikan kendaraan
bermotor yang karena lalainya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang
mengakibatkan orang lain meninngal dunia) sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 310 Ayat (1), (4) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Raya,

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga)
tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara,
dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Kendaraan Mobil Pick Up No. Pol. BG. 9525 TB;

- Kendaraan Sepeda Motor Honda Scorpio No. Pol. BG. 4634 PU;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu untuk mobil kepada Terdakwa,
sedangkan untuk sepeda motor kepada keluarga korban;

5. Menetapkan supaya Terdakwa Slamet Riadi dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor
402/Pid.Sus/2019/PN Kag tanggal 14 November 2019 yang amar
lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riadi bin Jupri telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Riadi bin Jupri dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp1.000.000,00
(satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani
oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
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5. Menyatakan barang bukti berupa:
- Kendaraan Mobil Pick Up No. Pol. BG. 9525 TB;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Kendaraan sepeda motor honda scorpio No. Pol. BG. 4634 PU;
Dikembalikan kepada keluarga korban Marjono;

6. Membebankan terhadap Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang  Nomor
258/PID/2019/PT PLG tanggal 14 Januari 2020 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

- Menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Kayuagung  Nomor
402/Pid.Sus/2019/PN Kag tanggal 14 November 2019 yang dimintakan
banding;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000.00 (dua ribu
rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 402/Akta Pid.Sus/2019/PN
Kag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayuagung, yang
menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2020, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ogan Ilir mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2020 dari Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan llir tersebut sebagai Pemohon Kasasi,
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal
11 Februari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut
telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan llir
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pada tanggal 16 Januari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan

permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2020 serta memori kasasinya

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal

11 Februari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut

Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam
berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena
putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex
Facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”,
tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana
mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan
undang-undang;

- Bahwa putusan Judex Facti juga telah mempertimbangkan fakta hukum
yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum
yang terungkap di muka sidang, yaitu bahwa terjadi peristiwa kecelakaan
lalu lintas antara kendaraan mobil pick up Nomor Polisi BG 9525 TG yang
dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan sepeda motor merk Yamaha
Scorpio Nomor Polisi BG 4643 yang dikemudikan oleh korban yang
bernama Marjono bin Lukman;

- Bahwa ketika Terdakwa mau menyebrangkan mobilnya yaitu bagian
kepala mobil sudah masuk ke jalan Desa Sukamulya, namun bagian bak
belakang mobil masih di bahu jalan lintas Prabumulih-Indralaya, lalu dari

arah lajur Indralaya-Prabumulih, atau dari sisi sebelah kiri mobil
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Terdakwa, melaju dengan kencang sepeda motor yang dikemudikan oleh
korban, karena jarak sudah terlalu dekat, benturan tidak terhindarkan,
sehingga sepeda motor korban membentur bak sebelah kiri mobil
Terdakwa, lalu motor dan korban terpental, yaitu korban masuk ke atas
bak mobil dan sepeda motornya melompati bak mobil dan jatuh di sisi
sebelah kanan bak mobil Terdakwa;

- Bahwa sesaat setelah kecelakaan tersebut, korban dalam keadaan sadar,
akan tetapi merintih kesakitan dan tidak bisa berdiri, korban mengalami
luka di bagian paha, lalu korban dibawa Terdakwa dan anak Terdakwa ke
praktek dokter, lalu dirujuk ke rumah sakit Muhammad Hosein Palembang,
korban dirawat di Rumah Sakit Mohammad Hosein selama lima hari dan
korban mengalami patah tulang paha kanan dan kiri, lalu korban hendak
dilakukan operasi, akan tetapi atas kesepakatan bersama antara korban
dan keluarganya dengan Terdakwa, korban tidak mau menjalani operasi
dan memilih berobat alternatif ke dukun patah tulang, kemudian korban
berobat di dukun patah tulang selama kurang lebih 15 hari, lalu kemudian
korban pulang ke rumahnya, dan akhirnya korban setelah di rumah
meninggal dunia;

- Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan
Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sudah
tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang
cukup dan penerapan hukum yang benar;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidak dapat dibenarkan
pula, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat
penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena
pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah
benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan/diterapkan tidak

sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak
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dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah benar
Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan,
karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian
tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, Judex Facti dalam putusannya
telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan
meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya
merupakan wewenang Judex Facti, akan tetapi bila ada fakta relevan
yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan
Judex Facti atau Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan mengenai
hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang
dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini Judex Facti sudah
cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan
meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata
pula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut
dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILLI

- Menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI/PENUNTUT

UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR tersebut;
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- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari Senin, tanggal 27 April 2020 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum. dan Dr. Desnayeti,
M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta
Dr. Istigomah Berawi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri

oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti, Ketua Majelis,
Ttd./ Ttd./
Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M, S.H., M.Hum. Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.
Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Dr. Istigomah Berawi, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001
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